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PRAKATA 
 

Dalam buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Banjar 2025-2045 ini dijelaskan tentang daya dukung 

dan daya tampung daerah Kabupaten Banjar, capaian 

indikator tujuan pembangunan berkelanjutan hasil 

pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025, dan 

rumus alternatif skenario dan rekomendasi pemba-

ngunan berkelanjutan untuk pencapaian indikator TPB 

pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045. Kami ber-

usaha menghadirkan analisis yang komprehensif dan 

menyeluruh, mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. 

Buku ini ditujukan khususnya bagi Pemerintah 

Kabupaten Banjar sebagai panduan dalam menyusun 

RPJPD yang baru, namun juga relevan untuk kalangan 

luas yang ingin memahami tantangan dan peluang 

pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Melalui 

analisis data dan rekomendasi yang disampaikan, kami 

berharap buku ini dapat menjadi acuan strategis yang 

berharga dalam proses pengambilan keputusan, 

terutama untuk mempertahankan daya dukung lingku-
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ngan hidup agar tetap mampu mendukung aktivitas 

sosial-ekonomi dan pembangunan di masa depan.  

Semoga karya ini memberikan manfaat yang nyata 

dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita untuk 

membangun daerah yang lebih baik, serta meng-

inspirasi berbagai pihak untuk terus memperjuangkan 

keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi yang 

akan datang. 

 

Oktober, 2024 

Penulis   
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SINOPSIS 
 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 

2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui analisis 

menyeluruh, buku ini menyoroti capaian dan tantangan 

pembangunan daerah selama periode RPJPD Kabu-

paten Banjar 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka 

strategis untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berke-

lanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). 

Pembahasan utama dalam buku ini mencakup 

analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, capaian indikator tujuan pembangunan ber-

kelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 

2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomen-

dasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian 

indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, 

kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini 

mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam 

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-

indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 
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juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi 

Kabupaten Banjar pada masa depan dalam berbagai 

aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air 

bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap 

perubahan iklim. 

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, 

akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen 

terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa 

depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin 

keberlanjutan bagi generasi mendatang. 
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Bab 1 

Pendahuluan 
 

A. Latar Belakang 

Selama periode RPJPD 2005-2025, pembangunan 

Kabupaten Banjar telah mencatat beberapa capaian 

penting di berbagai bidang [1]. Di bidang ekonomi, laju 

pertumbuhan PDRB tahun 2022 mencapai 4,48%.  

Angka tersebut meningkat dari laju pertumbuhan 

PDRB tahun 2021 (3,21%) dan 2020 (-1,96%) yang 

terimbas kondisi pandemi Covid-19, namun cenderung 

lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertum-

buhan PDRB tahun 2005 (5,46%). Sementara itu, PDB 

per-kapita Kabupaten Banjar mengalami peningkatan 

yang sangat signifikan (402,15%). Pada tahun 2005  PDB 

per-kapita Kabupaten Banjar tercatat sebesar Rp. 7,2 

juta, lalu masing-masing meningkat menjadi Rp. 15 juta 

pada tahun 2010, Rp. 22,5 juta pada tahun 2015, Rp. 31,3 

juta pada tahun 2021 dan Rp. 36,3 juta pada tahun 2022. 

Pencapaian indikator makro tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Banjar 

menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. 

Seiring kondisi perekonomian yang baik, capaian 

pembangunan Kabupaten Banjar di sisi kesejahteraan 

penduduk juga menunjukkan kondisi yang membaik. 

Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten 

Banjar mengalami penurunan dari 5,18% pada tahun 

2005 menjadi 2,88% pada tahun 2022. Kondisi tersebut 

diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) dari 6,63% di tahun 2015 menjadi 2,72 di 
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tahun 2022 [2]. Sementara itu, Pembangunan sumber-

daya manusia di Kabupaten Banjar juga terus 

mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Menurut 

data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Kabupaten Banjar tahun 2005 sebesar 68 dan naik 

hampir tiga poin menjadi 70,72 pada tahun 2022. 

Peningkatan IPM ini merupakan hasil dari peningkatan 

Usia Harapan Hidup (65,97 di tahun 2016 menjadi 67,41 

di tahun 2021), lama sekolah (6,93 di tahun 2012 menjadi 

7,71 di tahun 2022), serta peningkatan kesejahteraan 

yang ditunjukkan melalui peningkatan konsumsi per 

kapita [2].  

Namun demikian, perkembangan pembangunan di 

Kabupaten Banjar masih mengandalkan komoditas 

berbasis sumber daya alam, sehingga setiap kebijakan 

ekonomi yang diambil dan dijalankan akan memberi-

kan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya alam 

dan kualitas lingkungan hidup. Nilai Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjar 4 tahun 

terakhir memang mengalami sedikit peningkatan. 

Namun kualitas air secara absolut mengalami penu-

runan, sedangkan kualitas tutupan lahan dan hutan, 

serta kualitas udara menunjukkan sedikit perbaikan [3]. 

Gambaran tren IKLH tersebut, menunjukan bahwa 

kebijakan pembangunan masih kurang memperhatikan 

aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. 

Tahun 2024 menandai penyelenggaraan RPJPD 

2005-2025 akan segera berakhir dan akan dimulainya 

penyusunan RPJPD 2025-2045. Seluruh tahapan penyu-

sunan RPJPD 2025-2045 diatur melalui Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Rencana Pembangu-

nan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan 

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka 

pemerintah Kabupaten Banjar melakukan pembuatan 

KLHS untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

sebagai wujud komitmen skenario pembangunan 

berkelanjutan 20 tahun ke depan. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, RPJPD 2025-2045 nantinya akan digunakan 

sebagai pedoman calon kepala daerah yang akan 

mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 

pada tahun 2024 untuk menyusun visi, misi dan 

program, serta sebagai pedoman penyusunan RPJMD. 

KLHS RPJPD dimaknai sebagai analisis sistematis, 

menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk 

mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan 

(TPB) ke dalam dokumen RPJPD. Pembuatan dan 

pelaksanaan KLHS RPJPD berpedoman pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
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Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD), yang berlaku 

mutatis mutandis untuk pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (KLHS RPJPD). Pembuatan dan pelaksanaan 

KLHS RPJPD bersifat ex-ante atau dilakukan sebelum 

perumusan kebijakan rencana dan program (KRP), dan 

menjadi satu kesatuan dalam proses pembuatan RPJPD. 

Secara teknis, pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten 

Banjar 2025-2045 mengacu pada Pedoman Pembuatan 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD (Surat 

Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda 

tanggal 7 Agustus 2023) dan dilaksanakan dalam 

konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya 

mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga 

keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian 

lingkungan hidup. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten 

Banjar 2025-2045 adalah untuk memastikan bahwa isu 

dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Banjar 2025-2045. 

Tujuan pembuatan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 

2025-2045 adalah : 

1) Menganalisis daya dukung dan daya tampung 

daerah Kabupaten Banjar; 
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2) Menganalisis capaian indikator tujuan pembangunan 

berkelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten 

Banjar 2005 – 2025; 

3) Merumuskan alternatif skenario dan rekomendasi 

pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian 

indikator TPB.  
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Bab 2 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 
 

A. Konsep Pembangunan Berkelanjutan 

Brundtland Report (1987) menjadi titik awal dalam 

pemahaman dan pengembangan konsep pembangunan 

berkelanjutan di seluruh dunia [4]. Brundtland Report 

mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai 

"pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa 

mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

generasi mendatang”. Konsep ini menekankan penting-

nya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan sosial dan pelestarian 

lingkungan, sehingga pembangunan harus memper-

hitungkan interaksi kompleks antara tiga dimensi ini. 

Selain itu, Brundtland Report juga menekankan 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pembangunan. Hal ini mencakup kerjasama antara 

pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan [5]. 

Brundtland Report kemudian ditindaklanjuti dalam 

KTT Bumi (Earth Summit) atau Konferensi Rio (Rio 

Conference) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. 

Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 170 negara dan 

menghasilkan berbagai dokumen penting yang 

membahas isu-isu lingkungan dan pembangunan, 

termasuk "Rio Declaration" yang menjadi salah satu 

landasan utama dalam pembentukan konsep dan 
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prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, 

Konferensi Rio 1992 juga menghasilkan rencana aksi 

global untuk pembangunan berkelanjutan yang dikenal 

sebagai “Agenda 21”. Dokumen ini menetapkan prinsip, 

tujuan dan tindakan konkret yang harus diambil oleh 

negara-negara anggota PBB untuk mencapai pemba-

ngunan berkelanjutan [6].  

Mengacu pada prinsip dan tujuan “Agenda 21”, 

pada September 2000 bertepatan dengan berlangsung-

nya United Nations Millennium Summit (UNMS) di 

Amerika Serikat, PBB memperkenalkan Millennium 

Development Goals (MDGs) sebagai bagian dari upaya 

untuk memajukan pembangunan global dan 

meningkatkan kesejahteraan manusia terutama di 

negara-negara berkembang, hingga tahun 2015. MDGs 

mencakup delapan tujuan yang saling terkait, meliputi 

(1) pengentasan kemiskinan, (2) peningkatan pendi-

dikan, (3) pemerataan gender, (4) penurunan angka 

kematian anak, (5) perbaikan kesehatan ibu, (6) pengen-

dalian penyakit menular, (7) perlindungan lingkungan, 

dan (8) kemitraan global untuk pembangunan [7]. 

Implementasi MDGs telah memberikan dorongan 

signifikan dalam upaya mencapai pembangunan yang 

berkelanjutan di seluruh dunia. Berbagai negara telah 

membuat kemajuan yang signifikan dalam mencapai 

tujuan-tujuan MDGs, meskipun tingkat kemajuannya 

bervariasi di berbagai wilayah. 

Pada tahun 2015, Sustainable Development Goals 

(SDGs) dideklarasikan bertepatan dengan berlangsung-

nya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor 

PBB, New York, Amerika Serikat. SDGs diperkenalkan 
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sebagai pengganti MDGs dan menjadi penanda tahap 

baru dalam perjalanan menuju pembangunan berke-

lanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan yang saling terkait, 

meliputi (1) tanpa kemiskinan, (2) tanpa kelaparan, (3) 

kehidupan sehat dan sejahtera, (4) pendidikan berkua-

litas, (5) kesetaraan gender, (6) air bersih dan sanitasi 

layak, (7) energi bersih dan terjangkau, (8) pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi, (9) industri, inovasi 

dan infrastruktur, (10) berkurangnya kesenjangan, (11) 

kota dan permukiman yang berkelanjutan, (12) 

konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, (13) 

penanganan perubahan iklim, (14) ekosistem lautan, 

(15) ekosistem daratan, (16) perdamaian, keadilan dan 

kelembagaan yang tangguh, dan (17) kemitraan untuk 

mencapai tujuan, yang diadopsi oleh PBB sebagai 

bagian dari “Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030”. 

Agenda 2030 didasarkan pada prinsip tidak 

meninggalkan siapa pun di belakang (leave no one 

behind), universalitas dan tanggung jawab bersama. 

Berbeda dengan MDGs yang merupakan ramuan 

para pakar negara-negara anggota Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) dan 

beberapa lembaga internasional, SDGs merupakan hasil 

kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan 

partisipasi masyarakat sipil serta berbagai pemangku 

kepentingan. Oleh karena itu, SDGs membidik masalah-

masalah yang lebih beragam dan detail, serta menyasar 

seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar 

belakang dengan mengedepankan prinsip kesetaraan 

dan antidiskriminasi [8]. Untuk memantau kemajuan 

dalam mencapai tujuan dan target SDGs, telah dibuat 
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serangkaian indikator yang terukur dan terverifikasi. 

Secara total, terdapat 241 indikator (247 indikator sejak 

tahun 2020) dan 169 target-sasaran dalam 17 tujuan 

SDGs. Hal ini membantu negara-negara dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam melacak kemajuan capaian 

SDGs dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan. 

B. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 

2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pemba-

ngunan Berkelanjutan, konsep SDGs diterjemahkan 

sebagai “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)” yang 

memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai 

tahun 2030. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinam-

bungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial 

masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta 

pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata 

kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas 

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

TPB dirangkum ke dalam 4 pilar pembangunan, 17 

tujuan global, 94 sasaran global dan 207 sasaran 

nasional yang menjadi pedoman bagi Kementerian/ 

Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan 

Indonesia sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-

masing. 

Untuk memberikan pengertian dan pemahaman 

yang sama atas setiap indikator yang digunakan dalam 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan TPB, Kementerian Perencanaan Pemba-
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ngunan Nasional/Bappenas menerbitkan “Metadata 

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indo-

nesia” (versi I - Juli 2017). Metadata ini dikembangkan 

berdasarkan metadata SDGs yang diterbitkan oleh 

Department of Economic and Social Affairs (DESA) PBB 

(versi Maret 2016). Metadata indikator TPB Indonesia 

dibagi dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisah-

kan, yaitu: (1) Metadata Indikator TPB Pilar Pemba-

ngunan Sosial yang mencakup tujuan TPB 1, 2, 3, 4, dan 

5; (2) Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan 

Ekonomi yang mencakup tujuan TPB 7, 8, 9, 10, dan 17; 

(3) Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan Ling-

kungan yang mencakup tujuan TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 

15; dan (4) Metadata Indikator TPB Pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola untuk tujuan TPB 16. Secara 

total, indikator TPB Indonesia meliputi 169 target dan 

319 indikator, terdiri dari 85 indikator nasional yang 

sesuai dengan indikator global, 166 indikator nasional 

sebagai proksi indikator global dan 68 indikator 

nasional sebagai tambahan indikator global [9]. 

Integrasi TPB ke dalam perencanaan pembangunan 

Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah. Pengintegrasian TPB dalam 

https://www.un.org/en/desa
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perencanaan pembangunan Indonesia dilakukan 

dengan cara menyelaraskan indikator dan target TPB ke 

dalam indikator kinerja pembangunan daerah yang 

berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu 

kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam 

bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak 

(impact). Berdasarkan hasil penyelarasan diketahui 

bahwa dari 420 indikator kinerja pembangunan daerah 

terdapat 107 indikator (25,48%) yang identik dengan 

indikator TPB [10]. 

Peraturan lain yang mendukung integrasi TPB ke 

dalam perencanaan pembangunan Indonesia adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) didefinisikan sebagai ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM 

berkaitan dengan pelayanan dasar (1) pendidikan, (2) 

kesehatan, (3) pekerjaan umum dan penataan ruang, (4) 

perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (5) 

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan 

masyarakat, dan (6) sosial dengan berbagai target dan 

indikatornya masing-masing. Berdasarkan hasil 

penyelarasan diketahui bahwa dari 121 indikator SPM 

terdapat 44 indikator (36,36%) yang identik dengan 

indikator TPB dan 113 indikator (93,39%) yang identik 

dengan indikator kinerja pembangunan daerah [10]. 

Gambar  1 menunjukkan irisan antara indikator TPB, 

indikator SPM dan indikator rencana pembangunan 

daerah (RPD). 
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Gambar  1.   Irisan antara indikator TPB, indikator SPM dan 

indikator rencana pembangunan daerah (RPD) 

C. KLHS dalam Rencana Pembangunan Daerah 

Pelaksanaan TPB di daerah bermakna bahwa peme-

rintah daerah berkewajiban melaksanakan seluruh 

proses pembangunan dengan mengedepankan prinsip 

pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan 

keberlangsungan hidup generasi   mendatang.  Sesuai  

dengan  semangat  pada  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka pemerintah daerah 

wajib melaksanakan proses perencanaan dan pelak-

sanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan.  Tindak  lanjut  dari  amanat  tersebut 

kemudian dituangkan dalam  Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri  Nomor  07 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, sebagai upaya untuk 

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelan-

jutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 
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pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 

rencana, dan/atau program (KRP). Permendagri  No.  07 

Tahun 2018 memuat 475 indikator TPB yang harus 

diadopsi dalam proses penyusunan KLHS RPJMD dan 

berlaku mutatis mutandis untuk penyusunan KLHS 

RPJPD. 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

didefinisikan sebagai rangkaian analisis yang siste-

matis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan 

bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah 

menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau 

Program (KRP). KLHS merupakan adopsi dari konsep 

Strategic Environmental Assessment (SEA) yang diper-

kenalkan pada tahun 1990-an oleh PBB terutuma 

melalui United Nations Economic Commission for Europe 

(UNECE) dan United Nations Environment Programme 

(UNEP) [11]. SEA digunakan untuk memformulasikan 

visi, tujuan, dan kerangka kerja keberlanjutan dalam 

pengambilan keputusan, sehingga harus menginteg-

rasikan aspek sosial, ekonomi, dan biofisik dalam proses 

perumusan KRP. Seiring berjalannya waktu, konsep 

SEA kemudian berkembang menjadi Environmental 

Sustainability Assurance (ESA) untuk jaminan keber-

lanjutan lingkungan hidup [12]. Pelaksanaan KLHS 

pertama kali diamanatkan melalui Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup.  Namun demikian 

sejak tahun 2000-an, konsep KLHS telah diimplementasi 

kan walaupun dengan metodologi yang bervariasi [13].  
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Sesuai dengan definisi KLHS, Permendagri No. 07 

Tahun 2018 lebih lanjut menetapkan mekanisme 

pembuatan KLHS RPJPD (Gambar  2) sebagai berikut: 

 
Gambar  2.  Mekanisme pembuatan KLHS RPJMD/RPJPD 

1) Pembentukan tim pembuat KLHS 

Tim pembuat KLHS ditetapkan dengan keputusan 

kepala daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Daerah bersama dengan perangkat daerah yang 

membidangi perencanaan pembangunan daerah dan 

dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas 

urusan lingkungan hidup. Tim pembuat KLHS 

beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan 

kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS, 

Kondisi Umum Daerah

  - Geografis 

  - Demografis

  - Daya dukung dan daya tampung

  - Keuangan daerah

Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Pencapaian Indikator TPB Peran Para Pihak

Perumusan Skenario 

Pembangunan Berkelanjutan

  - Penapisan indikator TPB relevan 

  - Pengumpulan data capaian TPB

  - Rekapitulasi capaian indikator TPB

  - Pencapaian TPB per OPD

  - Proyeksi capaian TPB

  - Identifikasi para pihak 

  - Identifikasi peran para pihak

  - Analisis pembagian peran para pihak

    dalam pencapaian TPB

Gambaran Pencapaian TPB

  - Kondisi pencapaian TPB eksisting 

  - Proyeksi pencapaian TPB tahun 2030

  - Proyeksi pencapaian TPB 20 tahun ke depan

  - Permasalahan pembangunan berkelanjutan

  - Isu strategis pembangunan berkelanjutan 

Konsultasi Publik I

Konsultasi Publik II

Proses

- SK Tim Pembuat KLHS RPJPD 

- Jadwal Kegiatan Pembuatan KLHS RPJPD

Subtansi

  - Isu Strategis 

  - Permasalahan

  - Sasaran Strategis

Pendokumentasian dan Validasi

 - Sasaran strategis pembangunan berkelanjutan 

 - Skenario tanpa Upaya Tambahan

 - Skenario dengan Upaya Tambahan 

 - Rekomendasi 

Pembentukan Tim Pembuat KLHS

Penjaminan Kualitas
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serta melibatkan Organisasi Masyarakat, Filantropi, 

Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya. 

2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan 

Tim pembuat KLHS melakukan pengkajian Pemba-

ngunan Berkelanjutan melalui identifikasi, pengum-

pulan dan analisis data yang mencakup: (a) kondisi 

umum daerah; (b) capaian indikator tujuan Pemba-

ngunan Berkelanjutan yang relevan, dan (c) pembagian 

peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha, serta 

Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengkajian 

Pembangunan Berkelanjutan menghasilkan gambaran 

kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario 

Pembangunan Berkelanjutan. 

3) Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan  

Tim  pembuat  KLHS  melakukan  perumusan  skenario  

Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi 

kondisi pencapaian TPB berdasarkan target pencapaian 

tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya 

tambahan. Alternatif proyeksi disusun dengan jangka 

waktu yang sesuai dengan masa periode RPJMD/RPJPD 

dan tetap memperhatikan masa pencapaian TPB. 

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh 

dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada 

posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target 

yang ditetapkan secara nasional. Sedangkan alternatif 

proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk 

percepatan pencapaian target TPB dengan memperhati-
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kan: (a) pencapaian target tanpa upaya tambahan, (b) 

pencapaian target yang ditetapkan secara nasional, (c) 

potensi, daya saing dan inovasi daerah, (d) daya 

dukung dan daya tampung daerah, dan (e) 

pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. 

Hasil alternatif proyeksi menjadi dasar dalam 

merumuskan isu strategis (berupa rumusan isu utama 

dalam pencapaian TPB), permasalahan (berupa 

tantangan pelaksanaan TPB), dan sasaran strategis 

daerah (berupa kondisi pencapaian TPB berdasarkan 

isu strategis dan permasalahan). 

4) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian 

Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS 

secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan 

KLHS dan kualitas substansi KLHS. Penjaminan 

kualitas terhadap proses pembuatan KLHS dibuktikan 

dengan: (a) ketersediaan surat keputusan pembentukan 

tim pembuat KLHS, (b) jadwal kegiatan pembuatan 

KLHS, (c) berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan, 

dan (d) laporan KLHS (laporan induk, ringkasan 

eksekutif dan tapahan proses pembuatan KLHS). 

Penjaminan kualitas substansi KLHS untuk memastikan 

isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis 

daerah yang dirumuskan telah mendukung 

Pembangunan Berkelanjutan. 

Disamping itu, proses pembuatan KLHS juga harus 

mempertimbangkan tahapan penyelenggaraan KLHS 

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 

sebagai berikut (Gambar  3). 
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Gambar  3.  Tata Cara Penyelenggaraan KLHS 

1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS 

a. Pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan 

tahapan: 

 Melakukan identifikasi dan perumusan isu 

Pembangunan Berkelanjutan untuk menentukan 

isu-isu yang paling strategis. 

 Melakukan identifikasi materi muatan KRP yang 

berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi Lingkungan Hidup untuk menemukan 

dan menentukan  muatan  KRP   yang  harus  

dianalisis  pengaruhnya  terhadap kondisi 

Lingkungan Hidup. 

 Melakukan analisis pengaruh materi muatan KRP 

terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Analisis 

pengaruh dilakukan dengan cara memperhatikan 

hubungan keterkaitan materi muatan KRP yang 
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berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap 

kondisi Lingkungan Hidup dengan isu PB Paling 

Strategis. 

 Melakukan analisis kajian muatan KLHS pada 

setiap materi muatan KRP yang berpengaruh 

terhadap kondisi Lingkungan Hidup dengan 

mempertimbangkan 6 (enam) muatan KLHS: (a) 

daya dukung dan daya tampung Lingkungan 

Hidup, (b) risiko dampak dan kerusakan 

Lingkungan Hidup, (c) kinerja jasa lingkungan, (d) 

efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) 

tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi 

terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat 

ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. 

Hasil analisis kajian muatan KLHS menjadi dasar 

perumusan alternatif penyempurnaan KRP. 

b. Perumusan alternatif penyempurnaan KRP 

Alternatif penyempurnaan KRP berupa: (a) peru-

bahan tujuan atau target, (b) perubahan strategi 

pencapaian target, (c) perubahan atau penyesuaian 

ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi 

pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan, (d) 

perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan 

adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan 

Pembangunan Berkelanjutan, (e) penundaan, 

perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelak-

sanaan, (f) pemberian arahan atau rambu-rambu 

untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi 

ekosistem, dan/atau (g) pemberian arahan atau 

rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkung-
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an Hidup. Hasil perumusan alternatif penyem-

purnaan KRP menjadi dasar dalam menyusun 

rekomendasi perbaikan untuk pengambilan kepu-

tusan KRP yang mengintegrasikan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan. 

c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk 

pengambilan keputusan KRP 

Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan 

keputusan KRP yang mengin-tegrasikan prinsip 

Pembangunan Berkelanjutan memuat: (a) materi 

perbaikan KRP, dan/atau (b) informasi jenis usaha 

dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya 

dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan 

tidak diperbolehkan lagi. 

2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS 

Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui 

penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk 

memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan 

pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan. 

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS serta 

penjaminan kualitas KLHS didokumentasikan ke dalam 

laporan KLHS yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari dokumen KRP. 

3) Validasi KLHS 

Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan 

kualitas dilakukan validasi untuk memastikan 

penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara 

akuntabel dan dapat dipertanggungiawabkan kepada 

publik. 
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Bab 3 

Kondisi Umum Kabupaten Banjar 
 

A. Batas dan Luas Wilayah Administrasi 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, wilayah 

Kabupaten Banjar terletak pada 114° 30' 20" sampai 

dengan 115° 33' 37" Bujur Timur (BT) dan 2° 49' 55" 

sampai dengan 3° 43' 38" Lintang Selatan (LS) dengan 

luas ± 4.589 Km². Sementara itu, berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 

tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data 

Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, 

wilayah administrasi Kabupaten Banjar seluas 4.588 

Km². Secara geografis, Kabupaten Banjar berada di 

bagian tengah dari wilayah Provinsi Kalimantan 

Selatan. Posisi dan kedudukan ini sangat strategis, 

karena dekat dengan Kota Banjarbaru (ibukota dan 

pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan), 

berperan sebagai penyangga kota Banjarmasin (pusat 

perdagangan dan distribusi Kalimantan Selatan), dan 

merupakan jalur trans Kalimantan. Batas wilayah 

administrasi Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara, berbatasan dengan: 

a) Kabupaten Tapin (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten 

Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan 

Selatan); 

b) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2014 Tentang Batas Daerah 
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Banjar 

dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten 

Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan). 

2) Sebelah Timur, berbatasan dengan: 

a) Kabupaten Kotabaru (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kabupaten 

Banjar dengan Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan 

Selatan); 

b) Kabupaten Tanah Bumbu (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah 

Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu 

Provinsi Kalimantan Selatan); 

3) Sebelah Barat, berbatasan dengan: 

a) Kota Banjarmasin (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota 

Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota 

Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi 

Kalimantan Selatan); 

b) Kabupaten Barito Kuala (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 63 Tahun 2014  Tentang   Batas  Daerah   

Kabupaten  Banjar   dengan  Kabupaten  Barito Kuala 

Provinsi Kalimantan Selatan). 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan: 

a) Kota Banjarbaru (Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 51 Tahun 2020 Tentang  Batas  Daerah  Kabupaten  

Banjar  dengan  Kota Banjarbaru  Provinsi Kalimantan 

Selatan); 

b) Kabupaten Tanah Laut (Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah 

Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Laut Provinsi 

Kalimantan Selatan). 

Secara administratif, Kabupaten Banjar terdiri 20 

Kecamatan dengan 13 kelurahan, dan 277 desa, 

sebagaimana disajikan pada Tabel  1 dan Gambar  4. 
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Tabel  1.  Jumlah Desa dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjar 

No Kecamatan Desa  Kelurahan Luas (Km2) % 

1 Aluh-Aluh 19 - 99,06 2,16 

2 Aranio 12 - 1.007,53 21,96 

3 Astambul 22 - 128,50 2,80 

4 Beruntung Baru 12 - 73,36 1,60 

5 Cintapuri Darussalam 11 - 448,68 9,78 

6 Gambut 12 2 117,30 2,56 

7 Karang Intan 26 - 305,50 6,66 

8 Kertak Hanyar 10 3 40,62 0,89 

9 Martapura 19 7 53,68 1,17 

10 Martapura Barat 13 - 144,85 3,16 

11 Martapura Timur 20 - 22,43 0,49 

12 Mataraman 15 - 234,03 5,10 

13 Paramasan 4 - 528,26 11,51 

14 Pengaron 12 - 260,49 5,68 

15 Sambung Makmur 7 - 82,32 1,79 

16 Simpang Empat 15 - 121,90 2,66 

17 Sungai Pinang 11 - 640,73 13,96 

18 Sungai Tabuk 20 1 151,59 3,30 

19 Tatah Makmur 13 - 36,80 0,80 

20 Telaga Bauntung 4 - 91,35 1,99 

  Jumlah 277 13 4.589 100 

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 

B. Batas dan Luas Wilayah Fungsional 

Penentuan batas wilayah fungsional (batas ekologi) 

dilakukan berdasarkan batas Daerah Aliran Sungai 

(DAS) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan No. SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/ 

7/2018, dan batas Wilayah Ekoregion sesuai Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8/ 

MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 (Gambar  5).
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Gambar  4.  Peta Administrasi Kabupaten Banjar 
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Gambar  5.  Peta Batas Wilayah Fungsional (Batas Ekologi) 
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Mengacu pada batas DAS, Kabupaten Banjar berada 

pada 7 DAS yaitu DAS Barito (62.512.673,33 Km²), 

Maluka (833.010,40 Km²), Tabunio (545.155,58 Km²), 

Kintap (658.338,66 Km²), Satui (875.228,27 Km²), Kusan 

(1.752.830,90 Km²) dan Sampanahan (1.695.839,95 Km²) 

dengan luas total ± 68.873.077,08 Km² yang meliputi 

wilayah ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan, Dataran 

Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam, 

Dataran Pantai Kalimantan, Dataran Struktural 

Kompleks Meratus, Danau, Pegunungan Intrusif 

Batuan Beku Tua Kalimantan, Pegunungan Struktural 

Kompleks Meratus, Perbukitan Karst Kalimantan dan 

Perbukitan Struktural Kompoleks Meratus. 

C. Kinerja Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar 

Penentuan kinerja jasa lingkungan Kabupaten 

Banjar mengacu pada hasil studi Penyusunan Materi 

Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) Revisi 

RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022). Untuk 

mengetahui kecenderungan perubahan jasa 

lingkungan, maka pada kajian ini juga disajikan data 

pembanding kondisi jasa lingkungan Kabupaten Banjar 

tahun 2016,  sebagaimana disajikan pada Tabel  2 dan 

Gambar  6. 

Tabel  2.  Jasa Lingkungan Kabupaten Banjar 

Jasa Lingkungan Tahun 

Sangat 

Tinggi 

(Km²) 

Tinggi 

(Km²) 

Sedang 

(Km²) 

Rendah 

(Km²) 

Sangat 

Rendah 

(Km²) 

Penyediaan Pangan 
2022 627,10 1.739,60 1.659,89 556,86 5,55 

2016 799,16 2.941,49 140,97 705,18 2,2 

Penyediaan Air Bersih 
2022 97,41 1.751,10 2.041,72 517,48 181,29 

2016 157,4 2.082,95 1.885,79 462,28 0,58 
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Jasa Lingkungan Tahun 

Sangat 

Tinggi 

(Km²) 

Tinggi 

(Km²) 

Sedang 

(Km²) 

Rendah 

(Km²) 

Sangat 

Rendah 

(Km²) 

Pengaturan Iklim 
2022 1.511,68 1.646,46 345,37 1.029,13 56,35 

2016 2.019,62 2.078,82 282,68 205,59 2,29 

Pengaturan Tata Aliran 

Air dan Banjir 

2022 1.321,46 1346,65 1728,86 191,42 0,61 

2016 1.534,68 1.733,72 1.205,07 113,42 2,28 

Pencegahan & Perlin-

dungan Terhadap 

Bencana Alam 

2022 1.610,05 1660,08 169,83 506,22 642,82 

Pengaturan Kualitas 

Udara 
2022 1.533,21 976,98 987,65 1.084,34 6,82 

Pemurnian Air & 

Pengolahan Air Limbah 
2022 - 1273,92 1812,29 296,13 1206,66 

Sumber : DLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) 

 

Gambar  6.  Kecenderungan Perubahan Kondisi Jasa Lingkungan 

Kabupaten Banjar Tahun 2016-2022 

Berdasarkan Gambar  6 diketahui bahwa jasa penye 

diaan pangan, penyediaan air bersih,  pengaturan iklim 

dan pengaturan tata aliran air dan banjir cenderung 

mengalami penurunan seiring dengan penurunan 

prosentase tingkat jasa lingkungan sangat tinggi dan 

tinggi, serta meningkatnya prosentase jasa lingkungan 

kategori sedang. 
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D. Daya Dukung dan Daya Tampung LH 

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup (D3TLH) dilakukan untuk mengukur 

kemampuan suatu ekosistem dalam mendukung 

rangkaian aktivitas pembangunan dan ambang batas 

kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. 

Penentuan D3TLH Kabupaten Banjar mengacu pada 

hasil studi Penyusunan Materi Teknis (Daya Dukung 

Daya Tampung Lahan) Revisi RPPLH Provinsi 

Kalimantan Selatan (2022) sebagai berikut. 

1) Daya dukung lahan permukiman 

Daya dukung lahan permukiman didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu wilayah dalam penyediaan lahan 

permukiman guna menampung jumlah penduduk 

tertentu untuk dapat bertempat tinggal secara layak. 

Penentuan daya dukung lahan permukiman (DDLPm) 

berdasarkan perbandingan luas lahan permukiman 

dengan luas kebutuhan lahan permukiman [14]. 

Semakin tinggi DDLPm maka semakin tinggi 

kemampuan wilayah dalam penyediaan lahan 

permukiman.  

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar tahun 

2022 sebanyak 579.910 jiwa dan asumsi kebutuhan 

lahan permukiman layak 60 m²/orang maka kebutuhan 

lahan permukiman di kabupaten banjar ± 34.794.600 m². 

Berdasarkan hasil analisis spasial, lahan permukiman di 

Kabupaten Banjar tahun 2022 seluas ± 88.625.506 m². 

Dengan demikian, DDLPm Kabupaten Banjar tahun 

2022 sebesar 2,5 yang berarti termasuk dalam kategori 

“Tinggi” dan masih mampu menampung penduduk 

hingga ± 1.477.092 jiwa. 



28 

2) Daya dukung pangan 

Daya dukung pangan didefinisikan sebagai kemam-

puan suatu wilayah dalam mendukung aktivitas 

pertanian untuk menghasilkan makanan (terutama 

beras) yang memenuhi kebutuhan penduduk di 

wilayah tersebut. Penentuan daya dukung pangan 

(DDPn) berdasarkan perbandingan jumlah produksi 

dengan jumlah konsumsi beras pada tahun yang sama 

[15]. Semakin tinggi DDPn maka semakin tinggi 

kemampuan wilayah dalam penyediaan pangan. 

Dengan jumlah penduduk sebanyak 579.910 jiwa dan 

angka konsumsi beras 124 kg/kapita/tahun maka 

jumlah konsumsi beras di Kabupaten Banjar tahun 2022 

sebanyak 71.909 ton. Berdasarkan data BPS, diketahui 

bahwa jumlah produksi padi di Kabupaten Banjar tahun 

2022 sebanyak 141.592,25 ton atau setara dengan 83.780 

ton gabah kering giling (GKG). Dengan demikian, 

DDPn Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 1,17 yang 

berarti termasuk dalam kategori “surplus” dan masih 

mencukupi hingga ± 675.645 penduduk. 

3) Daya dukung air 

Daya dukung air didefinisikan sebagai kemampuan 

suatu wilayah untuk menyediakan air secara berke-

lanjutan dalam memenuhi kebutuhan berbagai jenis 

pemanfaatan. Penentuan daya dukung air (DDA) 

berdasarkan perbandingan jumlah ketersediaan dengan 

jumlah kebutuhan air. Semakin tinggi DDA maka 

semakin tinggi kemampuan wilayah untuk memenuhi 

kebutuhan air. 

Mengacu  pada  Keputusan  Menteri Lingkungan Hidup  
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No. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang 

Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air 

Nasional, diketahui bahwa 17,60% (807,61 Km²) wilayah 

Kabupaten Banjar berstatus telah melampaui 

(kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 

sedangkan 82,40% (3.781,39 Km²) berstatus belum 

melampaui (ketersediaan air lebih besar daripada 

kebutuhan air) sebagaimana disajikan pada Gambar  7.  

Sementara itu, mengacu pada hasil studi Penyusunan 

Materi Teknis (Daya Dukung Daya Tampung Lahan) 

Revisi RPPLH Provinsi Kalimantan Selatan (2022) 

diketahui bahwa 32,40% (1.486,82 Km²) wilayah 

Kabupaten Banjar berstatus telah buruk/terlampaui 

(kebutuhan air lebih besar daripada ketersediaan air), 

10,32% (473,43 Km²) berstatus sedang/bersyarat 

(kebutuhan air hampir seimbang dengan ketersediaan 

air), dan 57,28% (2.628,75 Km²) berstatus baik/aman 

(ketersediaan lebih besar daripada kebutuhan air). 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan ketersediaan air 

di wilayah Kabupaten Banjar sebanyak 6.403.353.583 

m³/tahun dan total kebutuhan air sebesar 2.635.123.871 

m³/tahun (kebutuhan domestik 16.516.542 m³/tahun dan 

non-domestik 2.618.607.329 m³/tahun), maka DDA 

Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,43 yang berarti 

termasuk dalam kategori “sedang/bersyarat” sebagai-

mana disajikan pada Gambar  8. 

E. Kuadran Pembangunan Berkelanjutan 

Sebelum tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per-kapita merupakan indikator yang 

paling umum digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan  pembangunan.  Namun  sejak  diperkenal- 
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Gambar  7.  Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Banjar 
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Gambar  8.  Peta Status Air Kabupaten Banjar 
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kannya konsep pembangunan berkelanjutan, tingkat 

keberhasilan pembangunan diukur dengan pertum-

buhan ekonomi yang dibarengi dengan pemenuhan 

kebutuhan sosial dan diselaraskan dengan kelestarian 

lingkungan [16]. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengukur keberhasilan Pemba-

ngunan Berkelanjutan adalah dengan analisis kuadran 

melalui tipologi Klassen [17]. Metode ini membagi 

wilayah kajian ke dalam 4 (empat) kuadran, yaitu:  

1) Kuadran I (Peradaban Ekologis) adalah kelompok 

wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas 

lingkungan hidup meningkat; 

2) Kuadran II (underutilized) adalah kelompok wilayah 

dengan pertumbuhan ekonomi menurun namun 

kualitas lingkungan hidup meningkat; 

3) Kuadran III (overexploitation) adalah kelompok 

wilayah dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 

namun kualitas lingkungan hidup menurun; 

4) Kuadran IV (Darurat Ekologis) adalah kelompok 

wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan kualitas 

lingkungan hidup menurun. 

Pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan 

pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), 

sedangkan perubahan kondisi lingkungan ditentukan 

berdasarkan perubahan nilai Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). 

Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Banjar 

tahun 2022 sebesar 12.651,51 miliar atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,48% [2]. Berdasarkan data DLH 

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, nilai IKLH 

Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah  67,27 dan pada 
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tahun 2022 adalah 66,03 (Δ IKLH = -1,24). Nilai Indeks 

Kualitas Udara (IKU) 88,51 pada tahun 2021 dan turun 

menjadi 87,90 pada tahun 2022 (Δ IKU = -0,61). Kondisi 

yang sama juga terjadi pada kualitas air, dengan nilai 

Indeks Kualitas Air (IKA) 53,56 dan turun pada tahun 

2021 menjadi 50,93 pada tahun 2022 (Δ IKA = -2,63). 

Sementara itu, nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) 

Kabupaten Banjar pada tahun 2021 dan 2022 adalah 

51,51 (Δ IKL = 0). Hasil analisis kuadran pembangunan 

berkelanjutan disajikan pada Gambar  9. 

 
Gambar  9.   Kuadran Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten 

Banjar Tahun 2022  

Posisi  Kabupaten Banjar berada di Kuadran III, 

yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

(4,48%) menyebabkan tekanan terhadap  lingkungan    

(Δ IKLH = -1,24). Kondisi ini menunjukkan bahwa  

Kabupaten Banjar menghadapi tantangan dalam  

menjaga  keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi 

dan pelestarian lingkungan.  
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F. Ringkasan RPJPD Kabupaten Banjar 2005-2025 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-

2025, visi pembangunan jangka panjang daerah 

Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 adalah “Kabupaten  

Banjar  yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya 

saing tahun 2025”. Untuk mencapai visi tersebut, 

pembangunan Kabupaten Banjar dilakukan berdasar-

kan enam misi, sebagai berikut: 

Misi 1 : Mewujudkan Kabupaten Banjar yang religius 

dan berbudaya luhur 

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

yang berahlak mulia 

Misi 3 : Mewujudkan penyelenggaraan kepemerintah-

an yang baik dan pelayanan prima 

Misi 4 : Memantapkan pembangunan ekonomi kerak-

yatan yang berdaya saing dan mendorong 

pertumbuhan investasi 

Misi 5 : Mewujudkan pemerataan pembangunan dan 

kesejahteraan yang berkeadilan 

Misi 6 : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan 

pengelolaan sumber daya alam yang 

berkelanjutan 

Tujuan, sasaran dan indikator pencapaian kinerja 

pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjar tahun 

2005-2025 disajikan pada Tabel  3. Selanjutnya masing-

masing sasaran ditentukan arah, tahapan dan prioritas 

pembangunan sebagai pedoman pemerintah daerah 

dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah, 

sebagaimana disajikan pada Tabel  4.
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Tabel  3.  Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 
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Tabel  4.  Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar 2005-2025 
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Bab 4 

Capaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan Kabupaten Banjar 
 

A. Penapisan Indikator TPB yang Relevan 

Penapisan indikator TPB yang relevan di Kabu-

paten Banjar mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 

59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Metadata Indikator TPB Edisi 1. Dari 220 

indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, 

terdapat 197 indikator TPB yang relevan di Kabupaten 

Banjar ditambah 1 indikator khas kabupaten (indikator 

2.4.1. Penetapan kawasan pertanian pangan 

berkelanjutan) sebagaimana disajikan pada Tabel  5, 

sedangkan justifikasi indikator yang tidak relevan 

disajikan pada Tabel  6. 

Tabel  5.  Jumlah Indikator TPB yang Relevan di Kabupaten Banjar 
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Tabel  6.  Justifikasi Indikator TPB yang Tidak Relevan di Kabupaten Banjar 
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B. Analisis Capaian Indikator TPB 

Analisis capaian indikator TPB Kabupaten Banjar 

dilakukan dengan membandingkan data capaian 

indikator TPB tahun  2012 – 2022  terhadap  target  

sasaran TPB sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB 

yang belum ditentukan targetnya dalam Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun  2017, maka target sasaran 

TPB akan menggunakan Peraturan Presiden Nomor 111 

Tahun 2022. Sementara itu, untuk indikator TPB yang 

belum ditentukan targetnya dalam Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun  2017 maupun Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2022, maka capaian indikator TPB 

ditentukan secara kualitatif. Pada kajian KLHS ini hasil 

analisis capaian TPB diklasifikasikan menjadi 4 

kategori, yaitu : 

1) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah 

mencapai target (SS) 

2) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum 

mencapai target (SB) 

3) Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum 

mencapai target (BB) 

4) Indikator TPB yang tidak/belum ada data (NA) 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 198 indikator TPB yang relevan di Kabupaten 

Banjar terdapat sebanyak 113 indikator TPB (57,07%) 

mencapai target, 65 indikator TPB (32,83%) belum 

mencapai target, 20 indikator TPB (10,10%) tidak/belum 

ada data dan tidak ada indikator TPB (0%) yang belum 

dilaksanakan dan belum mencapai target (Gambar  10). 
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Gambar  10.  Status Capaian Indikator TPB tahun 2022 

C. Proyeksi Capaian Indikator TPB 

Proyeksi capaian masing-masing indikator TPB 

dilakukan untuk memperkirakan capaian indikator TPB 

pada tahun 2025 – 2045. Proyeksi ditentukan berdasar-

kan baseline data capaian TPB Kabupaten Banjar tahun 

2012-2022 dan perhitungan tren pertumbuhannya 

dengan laju perubahan business as usual (BAU) atau 

laju pertumbuhan umum.  Analisis proyeksi capaian 

indikator TPB Kabupaten Banjar dilakukan dengan 

membandingkan data proyeksi capaian indikator TPB 

tahun 2030 terhadap target sasaran TPB pada Peta Jalan 

TPB 2023-2030, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 

2022 atau Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. 

Sementara itu, untuk analisis proyeksi capaian indikator 

TPB tahun 2045 menggunakan target sasaran TPB pada 

RPJPN 2025-2045, Peta Jalan TPB 2023-2030, Peraturan 

Presiden Nomor 111 Tahun 2022 atau Peraturan 

Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Untuk indikator TPB 

yang belum ditentukan targetnya, maka capaian 

indikator TPB ditentukan secara kualitatif (perlu 

peningkatan atau perlu penurunan). 
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Hasil proyeksi capaian indikator TPB yang relevan 

di Kabupaten Banjar pada tahun 2030 menunjukkan 

bahwa terdapat 100 indikator TPB (50,51%) yang pada 

tahun 2022 mencapai target dan tetap mencapai target 

pada tahun 2030, 13 indikator TPB (6,57%) yang pada 

tahun 2022 mencapai target menjadi belum mencapai 

target pada tahun 2030, 11 indikator TPB (5,56%) yang 

pada tahun 2022 belum mencapai target menjadi 

mencapai target pada tahun 2030, 54 indikator TPB 

(27,27%) yang pada tahun 2022 belum mencapai target 

dan tetap belum mencapai target pada tahun 2030, dan 

20 indikator TPB (10,10%) yang pada tahun 2022 dan 

2030 tidak/belum ada data (Gambar  11).  

 
Gambar  11.  Proyeksi Status Capaian Indikator TPB tahun 2030 dan 2045 

Sementara itu, hasil proyeksi capaian indikator TPB 

tahun 2045 menunjukkan bahwa terdapat 98 indikator 

TPB (49,49%) yang pada tahun 2022 mencapai target 

dan tetap mencapai target pada tahun 2045, 15 indikator 

TPB (7,58%) yang pada tahun 2022 mencapai target 

menjadi belum mencapai target pada tahun 2045, 20 
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indikator TPB (10,10%) yang pada tahun 2022 belum 

mencapai target menjadi mencapai target pada tahun 

2045, 45 indikator TPB (22,73%) yang pada tahun 2022 

belum mencapai target dan tetap belum mencapai target 

pada tahun 2045, dan 20 indikator TPB (10,10%) yang 

pada tahun 2022 dan 2045 tidak/belum ada data. 

D. Rekapitulasi Data Capaian Indikator TPB 

1) Pilar Pembangunan Sosial 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan Sosial yang 

relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 57 

indikator TPB (59,38%) mencapai target, 36 indikator 

TPB (37,50%) belum mencapai target, dan 3 indikator 

TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Selanjutnya 

berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui 

bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 56 indikator 

TPB (58,33%) mencapai target, 37 indikator TPB 

(38,54%) belum mencapai target, dan 3 indikator TPB 

(3,13%) tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 

2045 terdapat sebanyak 61 indikator TPB (63,54%) 

mencapai target, 32 indikator TPB (33,33%) belum 

mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) 

tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian 

Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial tahun 2022, 

dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 disajikan pada 

Gambar  12. 

2) Pilar Pembangunan Ekonomi 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan Ekonomi 

yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 25  
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Gambar  12.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Sosial  

indikator TPB (50%) mencapai target, 16 indikator TPB 

(32%) belum mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan hasil 

proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 

2030 maupun 2045 terdapat sebanyak 23 indikator TPB 

(46%) mencapai target, 18 indikator TPB (36%) belum 

mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) tidak/belum 

ada data. Perbandingan status capaian Indikator TPB 

Pilar Pembangunan Ekonomi tahun 2022, dan proyeksi 

tahun 2030 dan 2045 disajikan pada Gambar  13. 

 
Gambar  13.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Ekonomi 
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3) Pilar Pembangunan Lingkungan 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan Lingkungan 

yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 14 

indikator TPB (45,16%) mencapai target, 11 indikator 

TPB (35,48%) belum mencapai target dan 6 indikator 

TPB (19,35%) tidak/belum ada data. Selanjutnya 

berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui 

bahwa pada tahun 2030 terdapat sebanyak 16 indikator 

TPB (51,61%) mencapai target, 9 indikator TPB (29,03%) 

belum mencapai target, dan 6 indikator TPB (19,35%) 

tidak/belum ada data. Sedangkan pada tahun 2045 

terdapat sebanyak 17 indikator TPB (54,84%) mencapai 

target, 8 indikator TPB (25,81%) belum mencapai target, 

dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum ada data. 

Perbandingan status capaian Indikator TPB Pilar 

Pembangunan Lingkungan tahun 2022, dan proyeksi 

tahun 2030 dan 2045 disajikan pada Gambar  14. 

 
Gambar  14.  Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan Lingkungan 
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4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui bahwa 

terdapat sebanyak 17 indikator TPB (80,95%) mencapai 

target, 2 indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, 

dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. 

Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-

2045, diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat 

sebanyak 16 indikator TPB (76,19%) mencapai target, 3 

indikator TPB (14,29%) belum mencapai target, dan 2 

indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Sedangkan 

pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator TPB 

(80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB (9,52%) 

belum mencapai target, dan 2 indikator TPB (9,52%) 

tidak/belum ada data. Perbandingan status capaian 

Indikator TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata 

Kelola tahun 2022, dan proyeksi tahun 2030 dan 2045 

disajikan pada Gambar 4.6..  

 
Gambar  15.   Status Capaian Indikator TPB Pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola 
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Bab 5 

Perumusan Isu Pembangunan 

Berkelanjutan Strategis 
 

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan dilakukan melalui proses sintesa isu 

strategis dari berbagai sumber (Gambar  16) untuk 

menghasilkan isu pembangunan berkelanjutan (PB) 

strategis. Selanjutnya isu prioritas pembangunan 

berkelanjutan dilakukan dengan Teknik Pemodelan 

Interpretasi Struktural (Interpretative Structural 

Modelling/ISM). 

 
Gambar  16. Sintesa Isu Strategis  

A. Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB 

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan 

berkelanjutan berdasarkan capaian indikator TPB 

mengacu pada hasil proyeksi tahun 2030 dan 2045 

(terutama indikator TPB dengan status belum mencapai 

target [SB], belum dilaksanakan [BB] dan tidak/belum 

ada data [NA]) yang diinteraksikan dengan 6 muatan 
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KLHS, karakteristik wilayah dan Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup (IKLH). Selanjutnya, permasalahan 

yang mengemuka dikelompokkan sehingga menghasil-

kan daftar isu pembangunan berkelanjutan berdasarkan 

capaian TPB, sebagaimana disajikan pada Tabel  7. 

Tabel  7.  Isu PB Berdasarkan Capaian Indikator TPB  

Permasalahan Isu Strategis  

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk dapat 

memberikan jaminan sosial sesuai dengan target yang 

ditetapkan 

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk 

meningkatkan fasilitas sekolah sesuai dengan target 

yang ditetapkan  

 Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk 

meningkatkan fasilitas kesehatan sesuai dengan target 

yang ditetapkan 

 Dominasi usaha sektor informal yang tidak wajib pajak 

dan menyebabkan terbatasnya pendapatan daerah dari 

sektor pajak  

Kemampuan keuangan 

daerah 

 Keterbatasan aksesibilitas wilayah menyebabkan 

meningkatnya unmet need pelayanan kesehatan 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas 

Kesehatan yang memberikan pelayanan persalinan 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap tenaga 

kesehatan terlatih yang memberikan pelayanan 

persalinan 

 Masih tingginya kasus komplikasi kehamilan 

 Masih tingginya persalinan non nakes dan di luar faskes 

 Masih terbatasnya layanan konseling konstrasepsi dan 

kesehatan reproduksi 

 Masih terbatasnya layanan konseling UBM (upaya 

berhenti merokok) 

Layanan kesehatan 

 Terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan 

menengah 

 Terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan 

menengah 

 Terbatasnya tenaga pendidik yang bekualitas 

 Terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan 

akademik dan sertifikasi pendidik sesuai dengan target 

yang ditetapkan 

 Belum meratanya distribusi tenaga pendidik 

Layanan pendidikan 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Terbatasnya sarana dan prasarana Poskesdes untuk 

pertolongan persalinan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang 

Pendidikan 

 Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung 

pelayanan publik 

 Terbatasnya infrastruktur jaringan internet 

 Terbatasnya infrastruktur jaringan mobile broadband 

 Terbatasnya infrastruktur penunjang industri 

manufaktur 

 Terbatasnya infrastruktur penunjang pariwisata  

Ketersediaan sarana 

prasarana/ infrastruktur 

daerah 

 Risiko bencana di Kab. Banjar terutama banjir, 

kebakaran lahan dan kekeringan, serta potensi risiko 

bencana gempa bumi 

 Faktor risiko tinggi terutama karena permukiman 

penduduk sebagian besar berada pada wilayah rawan 

bencana 

 Gagal panen pertanian padi akibat perubahan iklim 

Ketahanan terhadap 

dampak bencana dan 

perubahan iklim 

 Alih fungi lahan pertanian menjadi non pertanian 

 Belum dilakukannya penetapan lahan pertanian 

pangan berkelanjutan (LP2B) 

Alih fungsi lahan pertanian 

 Meningkatnya pencemaran perairan sumber air baku 

menyebabkan peningkatan biaya pengolahan air 

minum 

Pencemaran perairan 

sumber air baku 

 Iklim investasi yang kurang kondusif  

 Terbatasnya inovasi dan teknologi pengembangan 

industri manufaktur 

 Masih terbatasnya produk wisata 

Ketergantungan 

perekonomian daerah pada 

pemanfaatan sumber daya 

lahan 

 Keterbatasan SDM yang kompeten dalam pelayanan 

publik 

 Masih belum meratanya pemahaman standar 

pelayanan publik 

Sumberdaya manusia dan 

ketenagakerjaan 

 Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk 

mendukung sektor industri manufaktur 

 Sumberdaya manusia yang masih belum siap untuk 

mendukung pengembangan sektor pariwisata 

 Terbatasnya lapangan kerja formal karena dominasi 

usaha sektor informal dalam perekonomian Kab. Banjar 

 Terbatasnya lapangan kerja sektor industri manufaktur 

 Terbatasnya akses informasi tentang sertifikasi 

pendidik, terutama bagi guru di wilayah yang jauh dari 

ibukota kabupaten 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Keterampilan yang dimiliki angkatan kerja tidak selalu 

sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor 

formal 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah pekerja  

industri pariwisata 

 Belum terdatanya siswa yang bersekolah setingkat SMP 

pada lembaga pendidikan non formal (terutama 

Pesantren) 

 Belum adanya kegiatan pendataan unmet need 

pelayanan kesehatan pada setiap kecamatan dan/atau 

puskesmas 

 Belum adanya kegiatan skrining/pemeriksaan filariasis 

pada penduduk di setiap kecamatan 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah perempuan 

yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan 

seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan 

kesehatan reproduksi 

 Belum optimalnya komitmen lintas program dan lintas 

sektor dalam mendukung upaya penanggulangan 

penyalahgunaan narkoba 

 Belum dilakukan pendataan anak umur 1-17 tahun yang 

mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah penduduk 

yang hidup di bawah 50 persen dari median 

pendapatan 

 Belum adanya kegiatan pendataan rumah tangga yang 

memiliki fasilitas cuci tangan sabun dan air 

 Belum ada program insentif penghematan air 

pertanian/ perkebunan dan industri 

 Belum adanya kegiatan pendataan nilai tambah industri 

kecil terhadap sektor industri 

 Belum adanya kegiatan pendataan jumlah industri kecil 

dengan pinjaman atau kredit 

 Belum adanya kegiatan pendataan institusi yang 

berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan 

Pembangunan Kota Berkelanjutan 

 Belum dilakukan pendataan jumlah pekerja informal 

 Belum terdatanya peserta SJSN – BPJS pekerja informal 

 Belum dilakukan pendataan jumlah Perusahaan yang 

tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) 

 Belum dilakukan pendataan jumlah produk ramah 

lingkungan yang teregister (RG) dan label ramah 

lingkungan (LB) 

Tata Kelola Pemerintahan 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Belum dilakukan penyusunan dokumen rencana 

pemanfaatan keanekaragaman hayati 

 Belum dilakukan pendataan tindak pidana lingkungan 

hidup sampai dengan P21 

 Belum dilakukan pendataan Jumlah dokumen daftar 

rencana KPBU (DRK) 

 Belum dilakukan pendataan Jumlah proyek skema 

kerjasama pemerintah & badan usaha 

 Belum dilakukan pendataan anggaran domestik yang 

didanai oleh pajak domestik. 

 Belum dilakukan pendataan jumlah kepemilikan 

sertifikat PPID 

 Belum dilakukan pendataan indikator SDGs terpilah 

yang relevan  

 Belum dilakukan pendataan jumlah rumah tangga 

terlayani jaringan pitalebar  

 Terbatasnya akurasi data peserta jaminan kesehatan 

melalui SJSN Bidang Kesehatan 

 Masih rendahnya hasil skrining kebutuhan ber-KB, 

karena masih kurangnya minat/kunjungan PUS untuk 

konseling KB 

 Masih rendahnya hasil skrining korban hukuman fisik 

dan/atau agresi psikologis, karena adanya keengganan 

masyarakat untuk melaporkan 

 Masih lemahnya sistem pengaduan dan penanganan 

keluhan Masyarakat 

 Budaya birokrasi yang lamban dalam pelayanan public 

 Terbatasnya sistem penagihan pajak 

 Update perhitungan IRBI Kab. Banjar belum dilakukan 

secara rutin 

 

 Masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat 

(orang tua) tentang pentingnya imunisasi lengkap bagi 

anak usia 12-23 bulan 

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat (orang tua) 

tentang pentingnya kecukupan gizi pada balita 

 Masih adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap 

program imunisasi bagi anak usia 12-23 bulan  

 Masih adanya penolakan/keengganan sebagian 

masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat (terutama ibu 

hamil) untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara 

rutin 

Pengetahuan dan daya saing 

masyarakat 
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Permasalahan Isu Strategis  

 Masih adanya kepercayaan di sebagian masyarakat 

yang turun temurun dan merasa nyaman ditolong oleh 

DK (Dukun Kampung) 

 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap 

bahaya merokok 

 Masih adanya keengganan masyarakat untuk 

menyekolahkan anak perempuan hingga tingkat 

pendidikan menengah atau lebih tinggi 

 Biaya layanan air minum tidak dapat dijangkau oleh 

sebagian kelompok masyarakat 

 Biaya layanan sanitasi tidak dapat dijangkau oleh 

sebagian kelompok masyarakat 

 Semakin meningkatnya harga hunian layak yang tidak 

dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

hunian yang layak 

 Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap 

standar pelayanan publik 

 Rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar 

pajak 

 Harga pangan untuk memenuhi kriteria makanan sehat 

dan bergizi tidak dapat dijangkau oleh sebagian 

kelompok Masyarakat 

 Stigma masyarakat terhadap pekerjaan manufaktur 

sebagai pekerja kasar dan tidak bergengsi 

 Biaya layanan mobile broadband  yang mahal dan tidak 

dapat dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Biaya layanan internet  yang mahal dan tidak dapat 

dijangkau oleh sebagian kelompok Masyarakat  

 Masih terbatasnya akses literasi digital masyarakat 

B. Isu PB Berdasarkan Perencanaan Strategis 

1) Evaluasi RPJPD Kabupaten Banjar 2005 - 2025 

Permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil 

evaluasi pembangunan jangka panjang daerah 

Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 adalah sebagai 

berikut: 

a. Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 
 Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan  
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 Belum optimalnya sarana dan prasarana pada layanan 

kesehatan dasar dan rujukan 

 Masih ada stigma yang menghambat peran perempuan 

di ranah publik 

 Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat 

 Belum semua pesantren mewajibkan peserta didik 

mengikuti Pendidikan penyetaraan 

 Masih tingginya angka putus sekolah, anak bekerja 

maupun menikah dini akibat terbatasnya kemampuan 

ekonomi keluarga 

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam 

manfaat dan pemenuhan pangan dan gizi 

 Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam 

manfaat dan pemenuhan sanitasi dan ketersediaan air 

bersih 

 Masih tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak 

 Masih rendahnya kesiapan masyarakat sekitar 

destinasi wisata 

 Ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja 

 Terbatasnya pelaksanaan pelatihan kerja pada 

Masyarakat 

b. Tata Kelola Pemerintahan 
 Terbatasnya infrastruktur pendukung aktivitas 

perekonomian 

 UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak) baru berdiri dan 

masih belum ada bagian perlindungan hukum.  

 Belum tersedianya sarpras: pusat kreatifitas anak, 

ruang bermain layak anak, dan videotron tentang 

Kabupaten Layak Anak (KLA) 

 Belum optimalnya pelibatan dunia usaha, media 

massa, dan masyarakat dalam mendukung KLA 

 Belum optimalnya sinergi antar SKPD dalam perihal 

promosi pariwisata 
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 Kompleksitas mekanisme penyaluran bantuan hibah 

bagi kelompok tani, perikanan dan IKM 

 Masih rendahnya amenitas pada destinasi wisata, 

sehingga mengurangi daya tarik wisata 

 Belum optimalnya pemasaran program wisata daerah 

 Terbatasnya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang 

terakreditasi 

c. Perekonomian 
 Belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah 

 Adanya keterbatasan ekonomi Perempuan sebagai 

kepala keluarga 

 Metode produksi dan pemasaran pelaku usaha masih 

tradisional 

 Sebagian besar kelompok tani, perikanan dan IKM 

(industri kecil menengah) di Kabupaten Banjar belum 

berbadan hukum 

 Masih rendahnya kesadaran kelompok tani, perikanan 

dan IKM untuk melaksanakan kewajiban lapor data 

kegiatannya 

d. Lingkungan 
 Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan 

 Masih tingginya laju alih fungsi lahan pertanian 

 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi 

pelanggaran lingkungan 

2) RPPLH Kabupaten Banjar Tahun 2019 – 2048 

Isu strategis berdasarkan Rencana Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020) adalah sebagai 

berikut: 

a. Alih fungsi lahan 

b. Penurunan kualitas air sungai 

c. Penurunan kaulitas udara 
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d. Ketahanan pangan 

e. Penyediaan air bersih 

f. Sampah dan Limbah B3 

g. Kebakaran hutan dan lahan 

3) KLHS RTRW Kabupaten Banjar 2013 – 2032 

Isu strategis berdasarkan KLHS RTRW Kabupaten 

Banjar 2013 – 2032 adalah sebagai berikut: 

a. Isu PB Prioritas Lingkungan 
 Tutupan lahan 

 Tata air 

 Bencana 

b. Isu PB Prioritas Ekonomi 
 Pangan 

 Kesesuaian lahan 

 Perdagangan, industri, jasa dan pariwisata 

c. Isu PB Prioritas Sosial 
 Kemiskinan 

 Pendidikan berkualitas 

 Kesehatan ibu dan anak 

4) KLHS RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026 

Isu strategis berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten 

Banjar 2021 – 2026 adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

b. Kesehatan 

c. Alih fungsi lahan 

d. Air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas),  

e. Infrastruktur 

f. Sanitasi (sampah dan limbah) 

C. Isu PB Berdasarkan Karakteristik Wilayah dan 

Hasil Konsultasi Publik 

Berdasarkan hasil konsultasi publik penyusunan  
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KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 yang 

dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023, isu strategis 

kondisi daerah Kabupaten Banjar sebagai berikut: 

a. Meningkatnya alih fungsi lahan, terutama dari lahan 

pertanian (sawah) menjadi lahan non pertanian 

b. Meningkatnya kejadian bencana hidro-meteorologi, 

terutama banjir, longsor dan kebakaran hutan/lahan  

c. Meningkatnya kejadian gagal panen 

d. Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur daerah, terutama jaringan jalan, 

penerangan jalan umum, sistem drainase, sistem 

penyediaan air bersih, sistem sanitasi/air limbah 

e. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

f. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan 

potensi pariwisata 

g. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk 

Kabupaten Banjar 

h. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba 

i. Meningkatnya pencemaran air  

j. Kondisi TPA Cahaya Kencana yang over capacity 

k. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah 

bahan berbahaya dan beracun (LB3) 

l. Masih lemahnya sistem pendataan capaian TPB 

D. Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan 

Sintesa isu pembangunan berkelanjutan dilakukan 

dengan menggabungkan dan mengelompokkan isu 

strategis berdasarkan capaian TPB, kondisi 6 muatan 

KLHS, dokumen perencanaan terkait dan hasil 

konsultasi publik sebagaimana disajikan pada Tabel  8.  
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Tabel  8.  Sintesa Isu Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Banjar 
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Berdasarkan Tabel  8 tersebut diperoleh 5 isu PB 

strategis di Kabupaten Banjar, yaitu: 

1) Tata Kelola Pemerintahan 

2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

4) Alih fungsi lahan 

5) Pertumbuhan ekonomi/ ekonomi hijau 

E. Analisis Isu Prioritas 

Analisis isu prioritas pembangunan Kabupaten 

Banjar 2025-2045 dilakukan dengan Teknik Pemodelan 

Interpretasi Struktural (Interpretative Structural 

Modelling-ISM). ISM merupakan suatu teknik pemo-

delan yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

antar elemen dalam suatu sistem dan memecahkannya 

dalam bentuk grafik berdasarkan tingkat hierarki 

elemen. 

Data analisis ISM berdasarkan pendapat 20 

responden yang merupakan anggota Tim Pokja 

Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

dengan input isu PB strategis sebagai berikut : 

E1 : Tata Kelola Pemerintahan 

E2 : Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

E3 : Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

E4 : Alih fungsi lahan 

E5 : Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau 

Hasil analisis ISM terhadap elemen isu PB strategis 

disajikan pada Tabel  9, sedangkan kedudukan setiap 

sub-elemen isu PB strategis disajikan pada Gambar  17. 
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Tabel  9.  Reachability Matrix Final Sub Elemen Isu PB Strategis 

Sub 

Elemen 
1 2 3 4 5 

Driver 

Power 
Ranks 

E1 1 1 1 1 1 5 1 

E2 1 1 1 1 1 5 1 

E3 0 0 1 1 1 3 2 

E4 0 0 0 1 0 1 3 

E5 0 0 1 1 1 3 2 

Depedence 2 2 4 5 4   

Level 3 3 2 1 2   

 

 
Gambar  17.  Kedudukan Setiap Sub Elemen Isu PB strategis 

Berdasarkan hasil analisis ISM diketahui bahwa isu 

prioritas pembangunan berkelanjutan Kabupaten 

Banjar 2025 – 2045 adalah : 
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1) Tata Kelola Pemerintahan 

2) Pelayanan Dasar dan Sumberdaya Manusia 

3) Ketahanan terhadap dampak bencana dan 

perubahan iklim 

4) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau 

5) Alih fungsi lahan 

Pada Gambar  17, dua sub elemen kunci isu PB 

strategis Kabupaten Banjar yaitu E1 (tata kelola 

pemerintahan) dan E2 (pelayanan dasar dan 

sumberdaya manusia) terletak pada kuadran IV 

(independent). Kedua sub elemen kunci tersebut 

mempunyai nilai penggerak yang tertinggi dan nilai 

ketergantungan sangat rendah. Kondisi ini dapat 

diartikan bahwa apabila tata kelola pemerintahan, serta 

pelayanan dasar dan sumberdaya manusia 

ditingkatkan, maka keduanya menjadi penggerak 

positif atau akan meningkatkan kualitas 2 sub elemen di 

kuadran III (linkage) yaitu:  E3 (ketahanan terhadap 

dampak bencana dan perubahan iklim) dan E5 

(Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau). Sementara itu, 

dua sub elemen di kuadran III merupakan penghubung 

antara 2 sub elemen di kuadran IV dengan 1 sub elemen 

di kuadran II. Kondisi ini dapat diartikan bahwa 

perbaikan/peningkatan ketahanan terhadap dampak 

bencana dan perubahan iklim, serta pertumbuhan 

ekonomi/ekonomi hijau dapat mengurangi alih fungsi 

lahan (E4). 
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Bab 6 

Alternatif Skenario dan Rekomendasi 
 

Perumusan alternatif skenario dan rekomendasi 

KLHS RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 mengacu 

pada hasil analisis capaian indikator TPB tahun 2022, 

proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030 dan tahun 

2045, serta hasil identifikasi permasalahan masing-

masing indikator TPB yang telah dianalisis. 

A. Tanpa Upaya Tambahan 

Skenario dan rekomendasi tanpa upaya tambahan 

dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB 

telah mencapai atau melampaui target yang ditentukan, 

dan selanjutnya pencapaian indikator TPB dilakukan 

dengan upaya yang selama ini telah dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah (business as usual). 

B. Dengan Upaya Tambahan 

Skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan 

dipilih apabila hasil proyeksi capaian indikator TPB 

belum mencapai target yang ditentukan dan untuk 

indikator TPB yang belum/tidak ada data. Skenario 

pencapaian TPB dengan upaya tambahan disusun 

untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario 

optimis dipilih apabila upaya percepatan diproyeksikan 

mencapai target pada tahun 2030, sedangkan skenario 

moderat dipilih apabila upaya percepatan diproyeksi-

kan mencapai target pada tahun 2045. 
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Tabel  10.  Skenario dan Rekomendasi Tanpa Upaya Tambahan 

 



75 

 



76 

 

 



77 

 



78 

 



79 

 



80 

 



81 

 



82 

 

 



83 

 

 



84 

 

 



85 

 

 



86 

 

 



87 

 



88 

Tabel  11.  Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum/Tidak Ada Data 
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Tabel  12.  Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan untuk Indikator TPB yang Belum Mencapai Target 
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Bab 7 

Kesimpulan 
 

1) Daya Dukung Daya Tampung Daerah 

a) Daya dukung lahan permukiman 

Daya dukung lahan permukiman (DDLPm) 

Kabupaten Banjar tahun 2022 sebesar 2,5 yang 

berarti termasuk dalam kategori “Tinggi” dan 

masih mampu menampung penduduk hingga ± 

1.477.092 jiwa. 

b) Daya dukung pangan 

Daya dukung pangan (DDPn) Kabupaten Banjar 

tahun 2022 sebesar 1,17 yang berarti termasuk 

dalam kategori “surplus” dan masih mencukupi 

hingga ± 675.645 penduduk. 

c) Daya dukung air 

Daya dukung air (DDA) Kabupaten Banjar tahun 

2022 sebesar 2,43 yang berarti termasuk dalam 

kategori “sedang/bersyarat”. 

2) Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 

a) Indikator TPB yang relevan di Kabupaten Banjar 

terdiri dari 197 indikator TPB kewenangan 

kabupaten ditambah 1 indikator khas kabupaten 

(indikator 2.4.1. Penetapan kawasan pertanian 

pangan berkelanjutan) 

b) Capaian TPB pilar Pembangunan Sosial 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 96 indikator TPB pilar Pembangunan 

Sosial yang relevan di Kabupaten Banjar terdapat 

sebanyak 57 indikator TPB (59,38%) mencapai 
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target, 36 indikator TPB (37,50%) belum 

mencapai target, dan 3 indikator TPB (3,13%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa 

pada tahun 2030 terdapat sebanyak 56 indikator 

TPB (58,33%) mencapai target, 37 indikator TPB 

(38,54%) belum mencapai target, dan 3 indikator 

TPB (3,13%) tidak/belum ada data. Sedangkan 

pada tahun 2045 terdapat sebanyak 61 indikator 

TPB (63,54%) mencapai target, 32 indikator TPB 

(33,33%) belum mencapai target, dan 3 indikator 

TPB (3,13%) tidak/belum ada data. 

c) Capaian TPB pilar Pembangunan Ekonomi 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 50 indikator TPB pilar Pembangunan 

Ekonomi yang relevan di Kabupaten Banjar 

terdapat sebanyak 25 indikator TPB (50%) 

mencapai target, 16 indikator TPB (32%) belum 

mencapai target, dan 9 indikator TPB (18%) 

tidak/belum ada data. Selanjutnya berdasarkan 

hasil proyeksi tahun 2025-2045, diketahui bahwa 

pada tahun 2030 maupun 2045 terdapat sebanyak 

23 indikator TPB (46%) mencapai target, 18 

indikator TPB (36%) belum mencapai target, dan 

9 indikator TPB (18%) tidak/belum ada data. 

d) Capaian TPB pilar Pembangunan Lingkungan 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 31 indikator TPB pilar Pembangunan 

Lingkungan yang relevan di Kabupaten Banjar 

terdapat sebanyak 14 indikator TPB (45,16%) 

mencapai target, 11 indikator TPB (35,48%) 
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belum mencapai target dan 6 indikator TPB 

(19,35%) tidak/belum ada data. Selanjutnya 

berdasarkan hasil proyeksi tahun 2025-2045, 

diketahui bahwa pada tahun 2030 terdapat 

sebanyak 16 indikator TPB (51,61%) mencapai 

target, 9 indikator TPB (29,03%) belum mencapai 

target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum 

ada data. Sedangkan pada tahun 2045 terdapat 

sebanyak 17 indikator TPB (54,84%) mencapai 

target, 8 indikator TPB (25,81%) belum mencapai 

target, dan 6 indikator TPB (19,35%) tidak/belum 

ada data. 

e) Capaian TPB pilar Pembangunan Hukum dan 

Tata Kelola 

Berdasarkan data tahun 2012-2022, diketahui 

bahwa dari 21 indikator TPB pilar Pembangunan 

Hukum dan Tata Kelola yang relevan di 

Kabupaten Banjar terdapat sebanyak 17 

indikator TPB (80,95%) mencapai target, 2 

indikator TPB (9,52%) belum mencapai target, 

dan 2 indikator TPB (9,52%) tidak/belum ada 

data. Selanjutnya berdasarkan hasil proyeksi 

tahun 2025-2045, diketahui bahwa pada tahun 

2030 terdapat sebanyak 16 indikator TPB 

(76,19%) mencapai target, 3 indikator TPB 

(14,29%) belum mencapai target, dan 2 indikator 

TPB (9,52%) tidak/belum ada data. Sedangkan 

pada tahun 2045 terdapat sebanyak 17 indikator 

TPB (80,95%) mencapai target, 2 indikator TPB 

(9,52%) belum mencapai target, dan 2 indikator 

TPB (9,52%) tidak/belum ada data. 
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3) Hasil Rekomendasi Strategi dan Arah Kebijakan 

a) Peningkatan tata kelola pemerintahan 

b) Peningkatan infrastruktur dan pemenuhan 

layanan dasar 

c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

d) Peningkatan ketahanan terhadap dampak 

bencana dan perubahan iklim 

e) Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder 

f) Pertumbuhan ekonomi/ekonomi hijau 
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GLOSARIUM 
 

SINGKATAN PENJELASAN 

ex-ante 

 

KLHS dibuat sebelum KRP selesai 

dibuat atau ditentukan 

ex-post 

 

KLHS dibuat setelah KRP selesai 

dibuat atau ditentukan 

mutantis mutandis 

 

berlaku sama dalam hal 

pelaksananaan 
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SINOPSIS BUKU 
 

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar 

2025-2045 merupakan pelaksanaan amanat Undang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui analisis 

menyeluruh, buku ini menyoroti capaian dan tantangan 

pembangunan daerah selama periode RPJPD Kabu-

paten Banjar 2005-2025 dan memperkenalkan kerangka 

strategis untuk RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

yang berfokus pada Tujuan Pembangunan Berke-

lanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). 

Pembahasan utama dalam buku ini mencakup 

analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup, capaian indikator tujuan pembangunan ber-

kelanjutan hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Banjar 

2005-2025, dan rumus alternatif skenario dan rekomen-

dasi pembangunan berkelanjutan untuk pencapaian 

indikator TPB pada RPJPD Kabupaten Banjar 2025-2045 

yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan, 

kesejahteraan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, buku ini 

mengidentifikasi indikator kunci yang relevan dalam 

mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 

dan mengevaluasi kemajuan pencapaian indikator-

indikator tersebut. Proyeksi capaian TPB hingga 2045 
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juga disajikan untuk memberikan gambaran kondisi 

Kabupaten Banjar pada masa depan dalam berbagai 

aspek pembangunan, seperti penyediaan pangan, air 

bersih, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan terhadap 

perubahan iklim. 

Buku ini sangat penting bagi pemerintah, 

akademisi, praktisi, dan masyarakat yang berkomitmen 

terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan di masa 

depan, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya 

menguntungkan generasi saat ini tetapi juga menjamin 

keberlanjutan bagi generasi mendatang. 
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